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Kerja Panitia Angket DPR terhadap Korisi

Pemberantasan Korupsi segera disampailkan daiam Rapat
Paripurna DPR pada pertengahan Februari. Salah satu

JAKARTA, KOMPAS — Panitia
Angket Dewan Perwakilan Rak-
yat terhadap Komisi Pembe-
rantasan Korupsi yang diben-
tuk dan mulai bekerja sejak
awal Juni 2017 telah menye-
lesaikan laporan pelaksanaan
tugas. Panitia pun menjanjikass:
rekomendasi yang tertuang.da-
lam laporan tidak akan me-
lemahkan KPK.

ILaporan tersebut akan di-
serahkan kepada fraksi-fraksi
untuk menyerap masukan slalw
akan disampaikan dalam Rapat
Paripurna DPR sebelurm masa
sidang DPR berakhir pada per-
tengahan Februari mendatang.
IFenyvampaian laporan dalam
rapat paripurna sekaligus
mengakhiri tugas Panitia Ang-
ket DPR terhadap KPK.

TApa pun masukannya. ber-
pPendapat atau tidak. silakan di-
sarmpaikan kepada pimpinan
passitia’™ yjar KXKetua Paritia
Angket DPR terhadap KPK dari
Fraksi Partai Golkar. Agun Gu-
nandjar Sudarsa. seusai mela-
porkan kerja panitia angket ke-
a Ketua DPR Bambang Soe-
i Kompleks Parieraen,
qen&va_n Jakarta. Selasa (30G/1D.
= panitia angket dari
FDI-P. I\Idxlnton Pasa-
bu. mengatakan. selain kepa-
da fraksi-fraksi. laporan juga
akan diserahkan kepada KPK.

Hal ini dimaksudkan untuk
memberi raang bagi KPK
mengklariiil =»si laporan panitia

sebelum laporan itu disampai-

kan di Rapat Paripurna DPR.
"KPK. kan. selama ini kami

panggil tidak hadir. Kemudian.

kalau setelah menerima lapor-
an. KPK perlu mengklarifikasi.
silakan datang ke kami. Namun.
kalaupun tidak. kami akan bu-
atkan catatan bahwa laporan
telakh disampaikan kepada
KPK.” tjar Masinton.

Seperti-diketahui, selama iniy
KPK menolak hadir dengan
alasan sedang menjadi pihak
terkait dalam perkaraajirmateri
Undang-Undang Nomor 17 Ta-
hun 20ks tentang MPR. DPR.
DRDPPDadansRDPRE di Mahkamaais
Konsfitusi. Péngujian' ini dila-
kukan untuk menilai keabsahan
penggunaan hak angket DPR
terhadap KPK.

Saat ditanyvakan isi iaporan
dan rekomendasi panitia dalam
laporan, Agun belum mau men-
jelaskan. Termasuk ada atau ti-
dak revisi Undang-Undang No-
mor 2C¢ Tahun 2002 tentang
KPK dalarm szlah satu reko-
mendasi. IDia berdalih belum
saatnya Tnnoran dipaparkan ka-
rena Mnggu rnasiik-—
an fraksi-fraksi di DPxH.

Agun hanya memastikan. re-
komendasi tidak akan mecle-
mahkan KPK. "Sejak awal, niat
DPR menggunakan hak angket
tidak untuk melemahkan KPK.
Kami ingin KPK lebih baik.™
lanjutnya.

Adapun

Tiadm i ATL

Nasinton menga-
takan. rohomendasi yvang Jdike-
lnmarkan panitia berasal dars
temuan-temuan  panitia  yang
dilaporkan pada Rapat Paripur-
na DPR. akhir September lalu.
Saatitu. panitia melaporkan ha-
sil setelah 60 hari bekerja.
Rekomendasi itu seperti per-

Trekomendasinyva adalah membahas RUU Penvadapan.

unsur eksternal ikut
mengawasi kerja KPK. Selain
itu, perlunyva KPK bekerja se-
lJaras dengan undang-undang.
seperti UU KPK dan Kitab Un-
dang-undang Hukum Pidana.
Hal ini karena dari temuan pa-
nitia, KPK dituding telah me-
Ayvalahgunakan kewenangan
vang dimilikinya.

lunya

Penyadapan
Tidak hanya pada KK,
relzomendasi juga diarahkan

kepada pemerintah dan DPR.
Salah satunya, merekomendasi-
Jian agar pemerintah dan DPR
szgera rmenwviisun  Rancangan
Undang-TTdang tertang Pe-
nyadapan. Ini dinilai penting
karena merupakan =alah satu
putusan Mahkamah Kcoostitus:
= penvainihi-
-radapan olel aparat
terimusuk KXPK.

memastikan

yang pendek difo

nyelesaikair RULU yang sudan
dibahas saja. -Tak perlu me-
nambah RUU baru. Jadi. per-

cayalah. hingga DPR Derlode
berakhir di 2C
ya unituk merevisi
Katanya.
Menanggapi rencana Panitia
K hH

¥ husus Angiet KPY -miulk me-
ngirimkan rekomenaasi. J
Bicara KPK Febri Dian

mempersilakannya. T Tapi

benar disampaikan. kami akan
pelajari terlebih dahulu.” ujar
Febri. (APA/TAND
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